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<b>ABSTRAK</b><br>

Meluasnya praktik korupsi telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar

terhadap pembangunan dan perekonomian suatu negara. Sedemikian besarnya

uang Negara yang dinikmati oleh pelaku tindak pidana korupsi telah

mengakibatkan dirampasnya hak-hak ekonomi dan masa depan rakyat Indonesia. Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
bertujuan untuk

menghukum pelaku dengan hukuman penjara yang berat dan mengembalikan

kerugian negara yang terjadi akibat tindak pidana korupsi. Pasal 18 undangundang pemberantasan tindak
pidana korupsi mengatur pengembalian kerugian negara melalui penjatuhan sanksi pidana tambahan uang
pengganti. Banyak terpidana tidak membayar uang pengganti sehingga menjadi piutang Kejaksaan Agung
sebesar Rp13,146 triliun. Tulisan dengan judul ?Mengoptimalkan Pengembalian Kerugian Negara melalui
Penjatuhan Sanksi Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana K orupsi ? menggunakan metode
penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Tulisan tersebut menjelaskan penegak hukum
mempunyai andil dalam mengoptimalkan pengembalian kerugian negara. Mekanisme pidana tambahan
dilakukan dengan membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh
kekuatan hukum tetap ke kas

negara, jika terpidanatidak membayar maka harta bendanya dapat disita oleh

jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta

bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhi pidana penjara yang telah dinyatakan

dalam putusan pengadilan. Penerapan pidana tambahan uang pengganti masih

memiliki banyak kendala. Dalam praktik, terpidanalebih memilih pidana penjara

pengganti yang rendah dibandingkan besarnya uang pengganti yang dijatuhkan, maka untuk
mengoptimalkan pengembalian kerugian negara penegak hukum dapat memperberat pidana penjara
pengganti atau dengan hanya menjatuhkan uang pengganti tanpa pidana kurungan pengganti sebagai cara
untuk memaksa terdakwa mengembalikan uang negara

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

Widespread corruption has resulted in huge losses to the development and

economy of acountry. The amount of money the State enjoyed by perpetrators of corruption have resulted
take away from economic rights and the future of the people of Indonesia. Law No. 31 of 1999 which was
then revised and amended by Law No. 20 of 2001 aims to punish with heavy prison and restore the losses
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that occur as aresult of corruption. Article 18 legislation combating corruption arrange the return loss to the
state through the imposition of criminal sanctions additional money substitutes. Many of the convict to pay
compensation becomes receivable Attorney General of Rp13,146 trillion. Article entitled "Optimizing
Returns L osses State through the imposition of criminal sanctions Extra Money Substitutes in Corruption”
normative juridical research methods are qualitative. The article explained the law enforcers have a
contribution to optimizing return on state losses. Additional criminal mechanism is done by paying
replacement within one (1) month after the verdict had permanent legal power to the state treasury, if the
convicted person does not pay, his property may be seized by the prosecutor and auctioned to cover the
compensation. If possessions are not sufficient, then

sentenced to prison in the court judgment. Application of additional criminal

restitution money still has many obstacles. In practice, the convict would prefer

imprisonment substitute lower than the amount of compensation isimposed, it isto optimize the return loss
of state law enforcement can aggravate imprisonment for a replacement or by simply dropping money
substitutes without imprisonment for a replacement as away to force the defendants reimburse the state



